Menimbang

Mengingat

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR PU.03.00.00.00/KEP. 170-DPUTR/2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala
BKPM Republik Nomor 973/1030/SJ, SE-1/MK.07/2022,
06/SE/M /2022, 399/A.1/2022 tentang Percepatan
Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka
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10.

11.

12.

13.

14.

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2012 Nomor 4);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12).

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik
Nomor 973/1030/SJ, SE-1/MK.07/2022,
06/SE/M/2022, 399/A.1/2022 tentang Percepatan

Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
sebagaimana telah diubah menjadi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dilaksanakan melalui Sistem
Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Layanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dikenakan retribusi dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Majalengka sebagaimana telah diubah dengan
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KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten

Majalengka.

Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 640/Kep.1102-PUTR/2021
tentang Pelaksanaan Layanan Persetujuan Bangunan
Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
sampai berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten

Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Maret 2022
BUPATI MAJALENGKA,




